GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SENI.TA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER

Menimbang

Meng:ngat

.1

'0

o DENGAN RAHMAT 2 UHAN YANG MAHEA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

kesehatan dan kinerj:. rumah sakit daerah periu

penatean struktur orga:iisasi, tugas pokok'dan fungsi

Rumah Sakit Umum ‘Daerah Raden Mattaher secara
menyeluruh,; '

b. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentaig Perul:ahun Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 201€ tentang Perangkat Daerah,

memberi kewenangan kepada Daerah untuk melakukan
penataan kembali organisaai Rumah Sakit Umum

Daerah;

bahwa  berdasarkan . pcrtlmbangan sepagaimana
dimaksud dalam huruf a den huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah Raden Mattaher;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Da.rura.t Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor- 75) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatuatra Tirykat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

menjadi Undang-Undang (Lemba.ra.n Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaian

‘Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
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Undang-Undang Nomor ‘12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun.2019 tentarng
Perubahan Atas Undang-Undang Nomcs 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lc:x:baran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019
Noraor- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahhun 2014 Ncoinor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang

Pemerintahan .Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor S601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomcr 298, Tambahan?Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor S607);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negarea
Republik Indoriesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemnerintah Nomor 72 Tahun

2019 teatang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

~(chnbaran Negara. Republik Indoneisa Tahun 2019

Ncmox 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Inci:nesia Nomos 0402),

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

'Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi

Penunjang Penyelenggarasn Urusan Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2017 Nomor

197); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
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Menetapkan

.
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13. Pesi: turan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenhin;: Pembestukan Produk Hukum Daeral: (Berita
Negara Republik Indonesia Tahua 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentiikan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);
14. Peraturan Daerah Provms1 Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provmsx

Jambi Nomor 8);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesechatan Provinsi Jambi
(Berita Dacrah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

‘PERATURAN GUBERNUR JAMB! TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS ° POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM - DAERAH RADEN

MATTAHER.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubcm"' ini yang dimaksud dengan:
1 Daerah adalah Prow.‘x 31 Jambi.

2  Pemerintah Daerah :llalih Guberiur dan Perangkat Daerah sebagax unsur

penyelenggera Pemerintahan Daerah. ,

a0

Gubernur adalah Gubernur Jambi.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya d1$u.c51.1t Dinas adalah Dinas Kcsehatan

Provinsi Jambi. g

N OV

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatar} Provinsi Jambi. '
Rumah Sakit Umum Daeran Raden Mattaher yang selanjutnya disebut

RSUD Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

8 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penuniang pada Dinas.
9 "UPTD Bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam

pengelolaan keuangan dan barang mililk Davrah serta bidang kepegawaian.
10 Struktur Organisasi RSUD Raden Mattaher adalah suatu susunan dan

hublrmgan serta posisi yang ada pada RSUD Raden Mattaher dalam
menjalankan .kegiatan Opcrasional untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

11 Tugas Pokok dan P\mgs1 ada.lah sasaran utame atau pekerjaan yang
dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada RSUD
Raden Mattaher.

12 Direktur RSUD Raden Mattaher yang selanjutnya d1scbut Dxrektur adalah
Pimnpinan RSUD Raden Mattaher.
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13 RSUD Raden Mattaher Pendidikan adalah RSUD Raden Mattaher yang
menyelenggarakan dan/atau diguniakan untuk pelayanan, pendidikan dan
penelitian: secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan

pendidikai kedokteran berkslanjutan.
14 Satuan Pemeriksa Internal adalah Satuan Kerja I‘ungsxonal yang bcrtugas
melaksanakan pemeriksaan intern RSUD Raden Mattaher. *

15 Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau
profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada
Direktur.

16 Komite Medis adalah perangkat RSUD Raden Mattaher untuk menerapkan
tatakelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RSUD - Raden
Mattaher terjaga profesionalismenya melelui meckanisme kredensial,
penjagaan mutusprofesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi
medis.

17 Komiite chcrawatan adalah pc:rangkat.3 RSUD Raden Mattaher untuk
menerapkan tatakelola keperawatan (nursegovernance) agar - staf
keperawatan di RSUD Raden Mattaher terjaga profesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan

“etika dan disiplin profesi perawat.

18 Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSUD Raden
Mattaher untuk menerapkan tatakelola tenaga kesehatan selain tenaga
medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSUD Raden
Mattaher terjaga profesionalismenya. melalui mekanisme kredensial,

penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
19 Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan »zccglatan pclavanan, pendidikan dan penelitian RSUD

Raden Mattaher. .'-; -
20 Kelompok Staf Medis aaalah kelompok dokter yang bﬂkcrja d.1 bldang medis
dalam jabatan fungsional.

21 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang
diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

4

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturarn Gubcmm ini dibentuk RSUD Raden Mattaher sebagai
UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan secara

profesional.
(2) UPTD Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
otonomi dalam pcngclolaan keuangan dan barang milik Daerah serta

bidang kepzgawaian,
(3) Otonomi calam pengelolaan keuangan dan .barang millk Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) reliputi perencanaan, pelaksanaan
dan  pertanggungjawaban keuangan ~ serta  penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.

Pasal 3

(1) RSUD Raden Mattaher dipimpin oleh Direktur.
(2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah scrta bidang kepegawaian.
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(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang
kepegawaian.
(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa

pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengdn Keputusan
Gubernur.

(5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) relaksanakan belanja
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.

(6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas
pclaksanaen anggaran pendapatan dan belanja RSUD Raden mattaher.

' Pasal 4

(1) Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban kcuangan
yang merupakan bagian dari laporan kinerja.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mcrupa.kan. laporan keuwangan Dinas dan laporan keuangan

Pemcrmtah Daerah. Q

Pasal 5
‘ |.l ’u‘

Otonoml dalam bidang kepegawaian sebagaxmlma du'naksud dalam Pa.eal 2

ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a. Direktur dapat mcngusull;an pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pcgawal aparatur sipil negara kepada pejabat yang
berweriang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan

pegawal aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

jabatan; dan
c. Direktur memililki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan
pegawai di lingkungan RSUD Raden Mattaher sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISAS(, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) RSUD Raden Mattaker terdiri dari:
a. Direktur
b. Wakil Direktur Felayanan terdm dari:
1. Bidang Pelayanan Medis:
1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis; dan /

2) Seksi Mutu Pelayanan Medis;
2. Bidang Pelayanan Keperawatan: -,
1) Seksi Sur.?nev' Daya Pelayanan Keperawajan;j dan
2) Saksi Muts Fr. layanan {¢perawatan; b5 <
3. Bidang Penunjang dan Akreditasi: . v |
1) Seksi Sumber Daya Penunjang Mnchs, dan o
2) Seksi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi; -
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(2)
(3)

(4)
(S)
(6)

(1)

(2)

Psasarana terdiri dari:
J 1) Bidang Diklat dan Penelitian: /
\./ 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
2)_Seksi Penelitian dan Pengelolaan Perpustakaan; ./

2. )Bidang Sumber Daya Manusia:
1) Seksi Administrasi dan Pembinaan chawm dan

2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; .

( ) Bidang Sarana dan Prasarana Medis dan Non MCdlb
/1) Seksi Sarana dan Prasarana Medis; dan \/
2) Secksi Sarasi dan Prasarana Non Medis; -

d. Wakil Direktur Uns.m. dan Kevangan terdiri dari /

(1\ Bagian Umum dan Huimas: il
1) Sub Bagxan TU dan Humas;
2) Syb Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan; dan ,,
3) Sub Bagicn Pengelolaan Asct dan Rumah Tangga. /

2 Bagian'Percncanaan:
1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan

2) Sub Bagian Evaluasi dan Pengelolian Data; .

3 | Bagian Keuangan:
‘ 1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan -

2) Sub Bagian Akuntans| dan Verifikasi; ./
e. Unit-unit non struktural terdiri dari:
1. Satuan Pemeriksaan Internal;
2. komite-komite; '
3. instalasi; dan
4, Kelompok Staf Medis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Direktur berada dibawah dan pertanggung jawab kepada Direktur.
Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau
kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada wakil
Dirextur.,

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub baglan yang
berada dibawah dan bertanggung jawal kepada kepala bagiun,
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jaab kepada kepala bidang.

Bagan struktur orgamsasx RSUD Raden Mattaher sebagaimana tercantum
dalam lampu'an yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Guberaur ini.

Z Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan.Sarana

Pasal 7

RSUD Raden Matta.h*r mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

kesehatan dengan tipaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,

penccgahan, pelayaan rujukai, penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta peng:l.dian masyarakit,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD

Raden Mattaher mempunyai fungsi:

a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pclayanan keschatan paripurna; =

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka
meningkatlkan kemampuan sumber day.: manusia dalam pemberian
pelayanan kesehatan;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisen teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

d. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemec-intahan dacrah di
bidang pelayanan kesehatan;
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(1)

(2)

(1)

il SEE

pelayanan medis;

pelayanan penunjanb y medis dan non medis;
pelayar.an l(cpcr' watan;

. pelayanan rujuk.‘m

pelaksanaan per.aidikan dan pelatihan:

pelaksanaan  penelitian  dan pcngcmbangm sertar pengabdian
masyarakat; '
pengelolaan keuangan dan akutansi;

pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga,
perlengkapan dan umum,; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan-oleh Gubcmur sesuai dengan

Tugas Polkok dan Fungsinya.

Bagian KXedua
Tugas den Fungsi Organisasi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 8

Direktur mcmpunyeu tugas dan wewenang:

a.
b.

e
d.

c.

0Q

e ;J‘

1

k.

menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSUD Raden Mattaher;
menyuisun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSUD Radcn
Mattaher;

menanddtangani surat perintah membayar;

mengelola utang dan piutang RSUD Radcn Mattaher yang menjadi
tanggungjawabnya,
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Raden

Mattaher Provinsi Jambi yang dipimpinnya,;

menetapkan . pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan;

menectapkan pejabat lainnya delam unit yang dipimpinnya dalam
rangka pcngelo;aan RSUD Raden Mattaher;

merumuskan keti’jakan teknis dibidang pelayanan kesehatan
melaksanakan .’ 2elayanan | pcnumang dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pclayanan kesehatan,;

menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang pelayanan kesehatan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
Tugas Pokolt dan Fungsinya.

Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a den huruf-b disampaikan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerih melalui pejabat pengelola

‘keuangan Daerah untuk diverifikasi.

Paragraf 2
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal O

Wakil Direktur. Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan
pelayanan medis, pclayanan keperawatan, penunjang ‘medis dan

akreditas.

o Y
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebaga.mana dimaksud pada ayat (1), Wakil

Direktur Pelayanan mempun: _,'a1 fungsi:

a. pengkoordinasian penviapan  perumusan  kebijakan  teknis, °

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan tclcms dibidang
pelayanan medis;

b. - pengkoordinasian  penylapan perumusan kebjjakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang
pelayanan keperawatan;

c. pengkoordinasian  penylapan  perumusan kebijakan  teknis,
pclaksanaan dan pelayenan adrmmstrasx dan teknis dibidang
penunjang medis dan akreditasi; =

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelayanan medis, pelayanan
keperawatan serta penunjang medis dan akreditasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai dengan ’I‘ugas
Pokok dan Fungsinya.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pelayanan administrasi di

bidang sumber daya pelayanan medis dan mutu pelayanan medis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pclayanan adrmn.strasx
di b1dang sumber daya pelayanan medis;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayannan dan
pelayanan admxmstram di bidang mutu pelavanan medis; dan

c. pelaksansan fusi 4781 lain yang diberikan oleh atasan sesuai dcngan
bidang tugasnya. ; i

"%

Pasal 11

2 !

Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis mempunyai tugas menyxapka.n
bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan, pelayanan

administrasi di bidang sumber daya pelayanan medis.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ¢limaksud pada ayat (1), Seksi

Sumber Daya Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
a. perumusan pengembangan kompetensi pelayanan medis;

b. perumusan kebutuhan sumber daya, sarana prasaranad pelayanan

medis; ,
e pcngendahan pemanfaatan sumber daya pelayanan medis,
d. pelaksariaan evaluasi kinerja sumber daya, sarana prasarana

pelayanan medis; dan ' ey
e. pelaksanaan fungsi lain yang ¢bcrﬂcan oleh atasan se¢suai dengan

bidang tugasnya.
Pasai 12

Seksi Mutu Pelayanan Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan ‘kebijakan teknis pelayanan dan pelayanan administrasi di

bidang mutu pelayanan medis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), Seksi

Mutu Pelayanan Medis merapunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kebutuhan dan -‘mengembangkan mutu
pelayanan ‘medis;

b. penyusunan dan pengendahan sistem dan prosedur pelayanan sesuai
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

C.

dengan standar;

seksi mutu pelayanan medis; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pelayanan
administrasi di bidang sumber daya pelayanan keperawatan dan mutu
pelayanan keperawatan. |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelavanan Keperawatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan
pelayanan ‘administrasi di bidang sumber daya pelayanan
keperawatan;

pelayanan administrasi di bidang mutu'pelayanan keperawatan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnyai:
Pasal 14

Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pelayanan
administrasi di bidang sumber - daya pelayanan keperawatan dan
kebidanan. ? kS .
Untuk melaksanekarn tugas sebagaimana r'imaksud pade ayat (1), Seksi
Surnber Daya Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

‘a. perumusan pengembangan kompetensi pelayanan keperawatan;

b. perumusan kebutuhan sumber daya, sarana prasarana pelayanan
keperawatan;

c. pengendalian pemanfaatan sumber daya pelayanan keperawatan;

d. pelaksanaan evaluasi kinerja sumber daya, sarana prasarana

pelayanan keperawatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. -

rasal 15

Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan mnempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis mutu pelayanan dan pelayanan administrasi

keperawatan.!

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi: -

a. penyusunan rencana kebutuhan dan mengembangkan mutu
pelayanan keperawatan,

b. penyustinan,pengendalian dan pelaksanaan evaluasi sistem dan

prosedur pelayanan keperawatan sesuai dengan stédndar,
c. pelaksanaan kendall mutu, kendali Qiaya, dan keselamatan pasien di

_bidang pelayanan perawatan; dan' ' “' :
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
bidang tugasny3.

pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan
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Pasal 16

(1) Bidang Penunjang medis dan Akrecditasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan administrasi di

bidang sumber daya pcnunjang medis, akreditasi dan mutu penunjang

medis. .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penunjang Medis dan Akreditasi mempunyai fungst:

a. peylapan perumusar kebijakan teknis pelayanan dan administrasi di
bidang sumber daya penunjang medis, akrcdxtasx dan mutu penurnjang
medis;

b. pelaksanaan evaluasx tcrhadap,pclaksanaan akreditasi RSUD Raden

Mattahet; dan
c. pelaksenesan 'fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Sumber Daya Penunjang Medis mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis -pelayanan dan administrasi di Seksi Sumber Daya
Penunjang Medis. | '

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Sumber Daya Penuniang Medis mempunyai fungsi:

a. perumusan pengembangan kompetensi pelayanan penunjang medis;
b. pcrumusan kebutuhan sumber daye , sarana prasaransa pclayanan

penunjang medis;
c. pengendalian pcma.nfaatan sumber daya pelayanan penunjang medis;
d. pelaksanaan evaluasi kinerja sumber daya, sarana prasarana

penunjang medis; dan

‘e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 18

] S

(1) Seksi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi melakukan penyia.pan
perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pelayanan administrasi di

Seksi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi mempunyai fungsi:

a. nenylapan perumusan kebijakan teknis, pengawasan, sumbcr daya
penunjang medis dan akreditasi dan mutu penunjang medis;

b. penyusunan ' program kegiatan, memantau pelaksanaan dan
mengevaluas1 pelaksanaan kegiatan akreditasi;

c. pelaksanaan ‘evaluam terhadap pelalkksanaan akred1ta31 RSUD Raden

Mattaher; |
'd. pelaksanaan ken\i ali mutuy, kendali biaya, dan keselamata.n pasien di

bidang penunjanyg medis; dan
e, pulaksannan fungsi lain yang diberikan oleh atasan eesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf3
Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusm dan Sarana Prasarana

Pasal 19

(1) Wakil Direlstur Pengembangan Sumber Dé.ya. Manusia dan Sarana
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2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Prasarana mempunyai tugas rncngkoo"dmaoxkan baglan pendidikan dan
pelatihan, penchtxan bagiar: sumber dayd manusia dan bagian sarana

dan prasarana rqedls dan non medis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil

Direktur Pengenbaﬁga.n Sumber Dava Manusia dan Sarana Prasarana

mempunyai fungsi: \

a. pengkoordinasiat penyiapan  perumusan kebijakan  teknis,
pelaksanaan di bagian pcndxdxkan pelatihan den penelitian;

b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan  teknis,
pelaksanaan di bagian sumber daya manusia;

c. pengkoordinasiaii penviapan perumusan kebijakan - teknis,
pelaksanaan di bagian sarana dan prasarana medis dan non medis;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, bagian pendidikan dan pelatihan,

penelitian, bagian sumber daya manusia dan bagien sarana dan

prasarana medis dan non medis; dan
e. pelaksansan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya.
) Pasal 20

Bidang DiKlat. "dan Penclitian mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan, -pelatihan, penelitian dan pcngcmbangan sumber daya

manusia. -
Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Diklat dan Penelitian mempunyai fungsi: .
a. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pslatthan dan
pengembangan sumber daya manusia Fungsional;

b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengelolaan perpustakaan RSUD
Raden Mettaner; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan

bidang tugasnya.

Ly X Pasal 21

l ‘ ' L] '0

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempuﬁy‘eﬁ tugas melaksanalcan kegiatan
pendidikan, pelatihan dar. pengembangan sumber daya manusia

fungsional dan non fungsionel.
Untuk tnelaksanakar, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi

Pendidikan dan Pelat’tian mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan' peliksanaarn program pendidikan dan.pelatihan di
RSUD Raden Mattaher; ,

b. renyusunan rencana pendidikan dan pcldtman fungsional dan non
fungsional;

c. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia fungsional dan non .

~ fungsional,;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan' sesual dengun

bidang tugasnya.
Pasal 22

Seksi Penelitian dan Pengelolaan Perpustakaan .mempunyai tugas
melaksanakan Kegilatan penelitian dan pengelolaan perpustaksan RSUD

Raden Mattaher.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Penelitian den Pengelolaan Perpustakaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan penelitian;
D. penyusunan pengelolaan program penelitan dan pengelolaan
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(1)

(2)

2

(1)

(2)

1

(2

\
)

(1)

(2)

(
"
UE

.'.

perpustakaan RSUD Raden Mattaher;
c. pelaksanaan evaluasi hasil penelitian; dan .

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 23

. ® a

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan perumusan kebijakan t2knis di bidang administrasi
kepegawaian,  kesejahteraan  kepégawaian, perencanaan  dan
pengernbangan sumber daya manusia. ' |
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanzan sumber daya manusia RSUD Raden
Mattaher; .

b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia
fungsional dan non fungsional,

c. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian; ‘dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

Pasal 24

Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis dan * pelayanan
administrasi kepegawaian. '

Untuk melaksanakan. tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Administrasi dan, Pembinaan Pegawai mcmpunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan mutasi dan pembinaan pegawai;

b. pelaksanaan -pelayanan administrasi kepegawaian, kepangkatan,
jabatan, pensiiin, kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
c. pelaksanaan itmgsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. | ‘
l

Pasal .25

Seksi Pengembangan Sumber baya Manusia mempunyal tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengembangan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1), Seksi

- Pengemlyangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

penyusunan perencana4n sumber dava manusia;

pelak3anaan pengadaan sumber daya manusia;

pelaksznaan analisa pengembangan dan kompetensi pegawai;

senyusunan dan membuat data sumber daya manusia dan

menganalisa kebutuhan pegawai; | :

e. penyusunan dan pengusulan program pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan; dan

f. pelaksanaen fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengart
bidang tugasnya.

el o e

Pasal 26

Bidang Sarana Prasarana Medis dan Non Medis mempunyai tugas
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi dan teknis di bagian sarana prasarana., .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
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Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi di bagian sarana dan prasarana; .

b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana medis dan
non medis;

C. penyusunan rencanan pemeliharan sarana dan prasarana;

d. perumusan kebijakan ‘pelaksanaan dan pelayanan administrasi

sarana prasarana;
e. pengendalian, pendistribusian barang medis dan non medis; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dcngan
bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Sararadan Prasarana Medis mempunyai tugas merencanakan dan
melaksanakan pengendalian kebutuhan sarana dan prasarana medis.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaxmaﬁ ra.xmakbud pada ayat (1), Seksi

Sarana Prasarana Medis mempunyai fungsx

‘a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana medis;

b. perencanaan pemeliharaan sarzna dan prasarana medis;

G pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peralatan medis;
d. penginventarisiran data peralatan medis;

e. pengendalian dan pendistribusian barang medis; dan

f. pelaksanaan fuhgsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 28
(1) Seksi Sarana Prasarana Non Medis mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan pengendalian kebutuhan sarana dan prasarana non medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana’'dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sarana Prasarana Non Medis mempunyai fiingsi:
a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasaransn non medis;
b. perencanain pemeliharaan sarana dan prasarana non medis;
¢c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peralatan non medis;
d. pelaksanaan inventarisasi data peralatan non medis;
e. pcngcndalian, pendistribusian barang non medis; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan scsual dcngan

bidang tugasnya.

Paragraf 4
Walkii Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 29

(1) Weakil Direktus Umum dan  Keuangan  mempunyal tugas
. mengkoordinasikan bagian umum dan humas, bagian perencanaan dan
bagian keuangan
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana*ﬂimaksud pada ayat (1), Wakil
Direktur Umum dan Keuangan mempunya: ' fungsi:

a. pengkoordinasian  penyiapan  perumusan .kebuakan teknis,
pelaksanaan bagian umum dan humas ; :

b. pengkoordinasian penyiapan  perumusan = kebijakan  teknis,
pelaksanaan bagian perencanaan;

c. pengkoordinasian  penyiapan  perumusan = kebijakan  teknis,
pelaksanaan bag;.cm keuangan; dan |
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuail dengan. Tugas
Pokok dan Fungsinya.

Pasal 30

(1) Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis Ketatausahaan dan Humas, Etik, Pemasaran dan Kemitraan, serta

urusan Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga. .

(2) Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Umum dan Humas mempunyai fungsi: |

a. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan ketatausahaan
kantor dan humas, protokoler, dokumentasi, etik, pemasaran dan
kemisraan» serta pengelolaan aset dan rumah tangga; -

b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kafitor dan humas,
protokoler, dokumentasi, etik, pemasaran dan kemitraan, serta
pengelolaan a2t dan rumah tangga; dan |

c. pelaksanaan iingsi lain wang diberikan o}eh atasan sesuai dengan

3 bidang tugasnya. :

Pasal 31

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Humas mcmpunyai'mgaa inelaksanakan dan
mengkoordinasikan surat-menyurat, mengarahkan kegiatan pengelolaan
tata naskah dinas dan - humas, . déinamen atau, arsip, pelayanan

administrasi perkantoran secta tugds'fain di bidang tata usaha dan
humaes. - .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Tata Usaha dan Humas mempunyai fungsi:, | |
a. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, keprotokoleran, upacara,
dokumen atau arsip, termasuk mclaksangkan pengiriman naskah

dinaseatau<surat dinas keluar;, .
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian informasi dan

pemberitaan RSUD Raden Mattaher; o
pelaksanaan pengendalian kearsipan RSUD Raden Mattaher;

pelaksanaan pengelolaan rapat/pertemusn RSUD Raden Mattaher;

e. pelaksanaan, mengevaluasi, merekomendasikan, mengembangkan
pengelolaan kehumasan sesuai dengan pedoman, prosedur dan petunjuk
teknis; |

f. pelaksanaan fasilitasi . kebutuhan-kebutuhan informasi dan

komunilcasi serta pemberitaan RSUD Raden Mattaher; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

p. 0

Pasal 32

(1) Sub Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan
~ penyiapan bahan kebijalkkan teknis pelaksanaan adininistrasi teknis di
Sub Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan,
(2) Untuk melaksansian tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sub
Bagian Etik, Pemasar:n dan Ksmitraan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan penyusurai produk hukum RSUD
. Raden Mattaher; '
b. pelaksanaan pengkajian atas  semua draft produk hukum dan
kemitraan secars. legal formmal dan, subtansial, menghimpun dan
mengunalisis, retensi prt?duk huk beserta turunannya dan draft

naskdh kerjasamas,; . L
c. pelaksanaan pengkajian 'pelangga"'%-’tl etika profesi bersama-sama
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dengar.l komite etik, hukum dan profe's.i; - |
d. pelaksanaan penanggulangan komplain terhadap RSUD Raden Mattaher;
penyusunan dokumen perjanjian kerjasama antara RSUD Raden

Mattaher dengan pihak lain, |

f. perencanaan pengelolaan pemasaran RSUD Raden Mattaher;

¢. pelaksanakan pengembangan kerjasama dan pem;saran RSUD Raden
Mattaher; dan

h. pelaksanaan fingsi iain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnisy.,

1

Pasal 33

(1) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga mempunyai tugas
F melaksanakan urusan pengelolaan aset dan kerumahtanggaan RSUD

Raden Mattaher. |
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan ketentuan dan standar pengurusan dan pengelolaan aset
dan kerumahtanggaan RSUD Raden Mattaher;

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penetapan status,
penghapuisan, pencatatan pelaporan aset serta persediaan medis dan
non medis RSUD Raden Mattaher; '

¢. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan, pendistribusian,
penetapan status, penghapusan, pencatatan pelaporan aset serta
persediaan medis dan non medis RSUD Raden Mattaher; |

d. pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RSUD Raden
Mattahér;

e. pemeliharaan kendaraan operasional RSUD Raden Mattaher; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidayng tugasnya. g |

-

Pasal 34

(1) Bagian Pcrc;w.canaa.n mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program perencanaan program dan -anggaran, serta evaluasi dan
pengelolaan data.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Perencanaan mempunyai fungsi: |
a. penyusunan perencanaan program dan anggarail kegiatan RSUD
Raden Mattaher; '

b. pelaksanaan lg:giatan monitoring, evaluasi dan pengolahan data
pelaksanaan pt¢gram dan anggaran; dan

o} pelakunasu,a flingsi lain yang diberikan oleh, atasan sesuai dengan
bidang tugasnya. of

! Pasal 35

(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan ‘Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan penyusunan program serta anggaran
RSUD Raden Mattaher. '- |

(2) Untuk melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai fungsi:

E a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan, program dan

? anggaran RSUD Raden Mattaher; dan ‘ .

b. pelaksédnaan' fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Pasal 36

Wt

| 4 . |
(1) Sub Bagia'n E:valuasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas
I;dlelaksanakan kegiatan cvaluasi dan pengolahan data RSUD Raden
attaher.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Evaluasi-den Pengolahan Data meétfpunyai fungsi:
a. pelaksanaan evaluasi program kegiatan RSUD Raden Mattaher baik
yang terkait dengan pelayanan maupu) keuangan,
b. pelaksanaan koordinasi untuk kegiatan evaluasi dan pengolahan data.
RSUD Raden Mattaher;

c. pengolahan dan penganalisa cdata kegiatan menjadi informasi RSUD
Raden Mattaher; dan ¥ ¥

¢

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnyva.

Pasal 37

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pcnyiapaq
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi
perbendaharaan dan mobilisasi dansa, akuntansi dan verifikasi, |

(?) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Keuangan mempunyai fungsi: |
a. pengkoordinasian  penyiapan peramusan  kebijakan  teknis,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi perbendaharaan dan
mobilisasi dana, " |
b. pengkoordinasian  penyiapan perumusan kebijakan - teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administraai akuntansi dan verifikasi; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
‘
Pasal 38

(1) Sub Bag:an Pcrbé‘i\dqharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas
melaksanakan tek¥is pelayanath administrasi dan kegiatan pengelolaan
perbendaharaan dan mobilisasi dana. . -

(2) Untuk meluksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perbendaflaraan dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan pelaksanaan, itékhis pelayanan administrasi
perbendaharaan dan mobilisasi dana;*’;

b. pelaksédnaen pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bendaharawan;

c. prlaksanaan teknis administrasi penerimaan keuangan RSUD Raden
Mattaher;

d. pelaksanaan teknis administrasi pengeluaran keuangan RSUD Raden
Mattaher; ' .

e. pelaksanaan kendali matu, kendali biaya di bagien keuangan; dan

f, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.
Pasal 39

(1) Suyb Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan
teknis pelayanan administrasi akuntansi dan verifikasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan pelaporan keuangan pelaksanaan program kegiatan
RSUD Raden Mattaher;
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b. penylapan 'dan melaksanakan teknis pelayanan administrasi
alkuntansi dan veriiikasi; dan 1

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 5
Unit-Unit Non Struktural

Pasal 40

(1) Selain Jabatan Struktural di lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi
Jambi dapat ditetepkan unit-unit non struktural. -

(2) Unit-unit nen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-terdiri atas:
a. Satuan!Pemeriksaan Internal; |
b. Komite; . 'c'?; .|
c. Instalasi; dan T
d. Kelompok Staf Medis.

) Pasal 41

(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. . .
(2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur. . .
(3) Satuan Pemeriksaan Internal bertugas melaksanakan teknis pemeriksaan

internal RSUD Rade\n Mattaner.
\ 2 -

Pasal 42

i
R

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dibentuk
dan ditetapkan 'oleh Direk-ur sesuai dengan kebutuhan RSUD Raden

| ‘Mattaher. |
(2) Kornite dipimpi= oleh ketua yang dipilih oleh anggota Komite dengan masa

kerja selama 3‘(tiga) tahun can dapat dipilih kembali oleh anggota Komite.
(3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan
diberhentikan oleh Direktur. - ,
(4) Komite dapat membentuk Peraturan internal dan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri yarig ditetapkan oleh Direktur.
(5) Komite RSUD Raden Mattaher terdiri atas: ' -
a. Komite Medis;

b. Komite Keperawatarn,;
c. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan

d. Komite lain. °

Pasal 43

)  Kornite Me&is sebagaimana dimaksud ,d’e'g}gbm Pasal 42 ayat (5) hﬁmf a
mempunyai tugas melakukan melanisme Kredensial, memelihara mutu
profesi staf medis dan menjaga 'disiplin, ¢tika, dan perilaku profesi staf

medis. S |
(2) Dalarn melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis' menyelenggarakan

fungsi: |
a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai
- dengan masukan dari Kelompok Staf Medis berdasarkan norma

- keprofesian;

(
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b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi’ kesehatan
fisik dan mental, perilaku dan etika profesi: |

c. palaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau
kedokteran gigi berkelanjutan; |

pelaksanaan wawancara terhadap pemohen kewenangan klinis;
penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi

kewenangan klinis kepada ketua Komite Medis; | -
g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku
surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis;

dan .
h. pemnberian rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat
| penugasan klinis. .’ |
(3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan
fungsi: |
a. pelaksaanan audit medis, |
b pemberian’ rekiumendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka
pendidikan berk.anjutan bagi staf medis;
c. pemberian reko:nendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis RSUD Raden Mattaher tersebut; dan '
d. pemberian rekomendasi proses penddmpingan (proctoring) bagi staf
medis yang membutuhkan. Ay
(4) Dalam melaksanakan.tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi
staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis
\ rmenyelenggarakan fungsi: ‘
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemerikoaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
c. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD
Raden Mattaher; dan
' d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan
etis pada asuhan medis pasien. |

= (0 £

Pasal 44

(1) Komite Keperawatan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 42 ayat. (S)
huruf b mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme tenaga
keperawatan yang bekerja di RSUD Raden Mattaher dengan cara: |

a. melalkukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawsatan yang akan
melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Raden

Mattaher;
b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan merniliki
tugas sebagai berikut: |
menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;,
melakukan verifikasi persyaratan kredensial;

merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
merekomendacikan pemulihan kewenangan klinis; .

melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang
ditetapkan; dany, |
f. .melaporkan stlurth proses ‘kredensial kspada ketua Komite
KeperaWwatan untuk diteruskan kepada Direktur.
(3) Dalam melaksanakan fuagsi memelihara ‘mutu profesi tenapa
keperawatan, Komite Keperawatan memilili tugas sebagai berikut: .
a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
b. merekomendasikan  perencanaan  pengerabangan = profesional

°po o p
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e |

berkelanjutan tenaga keperawatan;
c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan: dan

d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi
perawat dan bidan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;

b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan,
c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan

masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan

keperawatan dan kebidanan;

d. merekomenda§kan pencabutan kewenangan klinis; dan
e, membcnkan ptrtimbangarn dalam mcngambﬂ kcputusan etis dalam

asuhan keperawatan dan kebidanan.

R

f Pasal 45

(1) Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya sebagaimana dimalcsud
dalam Pasal 42 ayat (5) huruf ¢ mempunyai tugas melakukan mekanisme
kredensial, menjaga mutu profesi dan'memelihara etika dan disiplin

profesi tenaga kesehatan lainnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebag,almana dimaksud pada ayat (1), Komite

Tenaga Kesehatan Lainnya mempranyai fungsi:
a. pelaksanaan Kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lam,

b. pcmehharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
c. penjagaan disiplin, etika dan prilaku profesi tenaga kesehatan lain.

Pasal 46

Komite Lamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d
dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesualidengan kebutuhan RSUD Raden

Mattaher.
P Pasal 47

(1) Pembentukan dan psrubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana
dirnaksud dalam Fasal 40 ayart (2) huruf ¢ ditetapkan oleh D1rck’cur scsuai

kebutuhan RSUD Raden Mattaher.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentika.n

oleh Direktur.
(3) Kepala Instalasi dalam mnlaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga

fungsional dan/atau non medis.
(4) Tugas dan kewenangan Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

" ]

i Pasal 48

(1) I{clompbk Staf Medis sebagaimana dimaksud delam Pasal 40 ayat (2)
| huruf d mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan,

pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan,
penyuluhun, perididikan, pelatihan, penelitian dan pangembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompolt Staf Medis menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
(8) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seoiang kcpala yang dipilih oleh

anggota kelgmpoknya untuk masa bhakti 3 (tiga) taliun dan dapat dipilih
kemball, serta d1tetapkan oleh Direktur.
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(1) Kelompok Jabatan Fﬁngsional‘ memptmyéi tugas melaksanakan kegiutan

(2)
(3)

(4)
(S)

(6)

(7)

- (1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

. . Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

i

| y Pasal 49

teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuvai dengan bidang keahliannya.
Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada wakil direktur masing-masing.

Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan: berdasarkan analigg jabata‘n dan

analisa beban kerja

Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Gubernur menetapkan Kelempok
Raden Mattaher bercasariun kebu

peraturan perundang-undangan. S R
Setap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsicnal.

Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD
tuhan dan beban kerja sesual ketentuan

'

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, wakil Direktur, kepala bagian,
kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, unit-unit non struktural,
Kelompok Staf Medis dan Kelompok Jabatan fungsional harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
dan mekanisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan
perangkat daerah lainnya.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan. ¢

Setiap pemimpin q'%tuan organisnsi bertanggung jawab memimpin dan
mengeordinasi bawsilan masing-masing dan memboarikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas tawahannya. |
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dar. bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap lanoran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan diperguriakan sebagai bahan untuk

penyusunan lapcran lebih lenjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya. : :
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepeda atasan, tembusan

laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.
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BABV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 51

(1) Direktur merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah
Provinsl® Jambi, diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara RSUD Raden Mattaher diangkat dan
diberhentikan dalam jabatan atas usulan Direktur kepada Gubernur

, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduld jabatan “administratm:
dan jabatan pengawas pada RSUD Raden Mattaher wajib memenuhi
persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diukur dari ‘tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen
dan pengalaman kepemimpinan. - ‘

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk

dalum hal ‘agama, suku dan budaya achingga memiliki wawasan

kebangsaan: .

'(7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pegawai ASN yangi;menduduki jabatan pada RSUD Raden Mattaher
harus memenuhi kenpetensi percerintahan.

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘ '

| BAB VI
JABATAN RSUD RADEN MATTAHER

: Pasal 52

(1) Direktur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama. § ' .

- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan
administrator.

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang meru
jabatan administrator. .

(4} Kepala Subbbagian, Kepala Seksi meruvakan jabatan -eselon IV.a atau
jabatan pengawas. |

pakan jabatan eselon III.b atau
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal S3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Jambl Nomor 6 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah
Sakit Umum Daci‘ah Raden Mattaher Provinsi Jambi, (Berita Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal S4

L |

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” |

Agar setiap orang mengectahuinya, mcmcrinta.h.kan pengupda:?ga.n Pera}:\J;an
Gubernur ini dengan per.empatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Jambi:

|
. ; - Ditetapkan di Janbi
i ;5h'dia‘:3tanggal 3l —-12 -~ 2019

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3/ -12 — 2019

’ .
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR J0
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